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ABSTRAK  
Pada konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara 
akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tidak Administrasi. Selain itu pula 
PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada 
atau tidaknya dalam penyalahgunaan wewenang serta permohonan keputusan fiktif 
positif. Sikap diam atau abainya Pejabat pemerintah terhadap permohonan badan atau 
seseorang dianggap telah mengeluarkan keputusan. Kompetensi PTUN yang baru 
lainnya terhadap keputusan Pejabat Pemerintah yaitu Administrasi. UUAP tidak hanya 
mengatur hukum materiil, tetapi juga hukum formiil.  
 
PENDAHULUAN  
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di Indonesia 
yang berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9/2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Peradilan Tata Usaha Negara diadakan 
untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, 
atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. 
UU PTUN memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya 
administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi 
pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
Dalam PTUN, seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap kebijakan 
pemerintah yang dipercaya telah merugikan individu dan atau masyarakat. Subjek atau 
pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 yakni, Pihak 
penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada 
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara (Perubahan UU PTUN), pihak ketiga tidak dapat lagi melakukan 
intervensi dan masuk ke dalam suatu sengketa TUN. 
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Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU 
PTUN dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara pada dasamya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang 
telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali dalam sengketa kewenangan 
mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya serta sengketa 
yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif. Adapun hukum acara yang 
digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum 
acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata, dengan perbedaan 
dimana Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses 
persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus 
gugatan perdata, gugatan TUN bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu KTUN 
yang disengketakan. 
 
PEMBAHASAN 
A. PENGERTIAN 
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pengertian-pengertian 
dicantumkan dalam Bab 1. Dalam pasal 1 undang-undang ini, yang 
dimaksudkan dengan: 
1. Tata Usaha Negara adalah adminstrasi Negara yang melaksanakan fungsi 
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun dartah. 
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang 
melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarakan 
oleh badan atau pejabat tata usah Negara yang didasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individu, dan 
final, yang menimbukan akibat hukum seseorang atau badan hukum 
perdata.  
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang 
tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan 
atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di darerah, sebagai 
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akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau 
pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan 
keputusan. 
6. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarakan 
keputusan berdasarakan wewenang yang ada padanya atau yang 
dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum 
perdata. 
7. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha Negara dan/atau pengadilan tinggi 
dilingkugan pengadilan tata usaha Negara 
8. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha Negara dan/atau hakim 
pada pengadilan tinggi tata usaha Negara.
1
 
Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan peradilan tingkat pertama dengan 
daerah hukum meliputi suatu daerah tingkat I dan berkedudukan diibu kota 
propinsi atau ditempat lain yang ditetapkan oleh preside atas usul mentri 
kehakiman.
2
 
 
B. Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia  
Berdasarkan Undang,-Undang no 5 tahun 1986 untuk membentuk 
PTUN dengan Keputusan Presiden (Keppres). Di Indonesia sampai sekarang 
ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan 
PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 
16 tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan 
Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di 
Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang 
Pembentukan PTUN di Kupang, Ambon dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 
1994 tentang Pembentukan PTUN di Bandar Lampung, Samarinda dan 
Denpasar. Keppres No.2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN di Banda 
                                                                
1
 Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraI, (Bandung: PT Refika Adita, 2015), 
hlm, 1-2. 
2
 Wantjik Saeh, kehakiman dan Peradilan,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm, 81.  
4 
 
 
 
Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palu, Palangkaraya, Kendari, Yogyakarta, 
Mataram dan Dili. Untuk Wilayah PTUN di Dili, setelah Timor Timur 
merdeka bukan lagi termasuk wilayah Indonesia. 
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C. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara  
Kompetensi  (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili 
suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. 
Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk 
mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan 
kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu 
perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.3 
 
1. Kompetensi Absolut (Kekuasaan Absolut) Peradilan Tata Usaha Negara 
Kekuasaan Absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha 
Negara terdapat dalam Pasal 47 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas 
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Negara.Yang dimaksud dengan “sengketa Tata Usaha Negara” tersebut, 
menurut Pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata 
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 
sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut: 
1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara 
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan 
atau Pejabat  Tata Usaha Negara. 
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara. 
Dalam praktik, Tata Usaha Negara tidak hanya melaksanakan fungsi 
untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan, tetapi juga melaksanakan fungsi untuk menyelesaikan 
                                                                
3
 Aden Rosadi, Kekuasaan Pengadilan,(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm, 111-113. 
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untuk menyelesaikan urusan pemerintahan yang penting dan mendesak yang 
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam 
menghadapi terjadinya bencana nasional (banjir, gempa, dan sebagainya). 
Pelaksanaan fungsi yang terakhir ini adalah berkaitan dengan adanya 
kebebasan bertindak  (freies Ermessen, discretionary power atau pouvoir 
discretionare) yang menjadi wewenang dari badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara. 
Sengketa Tata usaha Negara selalu sebagai akibat dari dikeluarkannya 
Keputusan Tata Usaha Negara. Antara sengketa Tata Usaha Negara dengan 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara selalu harus ada hubungan 
sebab akibat. Tanpa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, tidak 
mungkin sampai terjadi sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai apa yang 
dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan pada Bab III 
tentang Keputusan Tata Usaha Negara. 
Dalam pengertian apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha 
Negara, oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan 
termasuk “sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 
Dengan berpedoman pada pengertian tentang sengketa Tata Usaha 
Negara seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4, maka apa yang dimaksud 
dengan sengketa kepegawaian adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata 
Usaha Negara antara orang yang menduduki jabatan sebagai Pegawai Negeri 
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negar, Baik di Pusat maupun di 
Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di 
bidang Kepegawaian. 
2. Kompetensi Relatif (Kekuasaan Relatif) 
a. Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota 
Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota 
(Pasal  6 ayat (1)). Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan 
Keputusan Presiden  (Pasal 9).  
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Sampai saat ini di setiap daerah Kota atau Ibu Kota daerah Kabupaten 
belum seluruhnya di bentuk Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Oleh karena itu, untuk mengetahui daerah hukum suatu pengadilan Tata 
Usaha Negara harus dilihat pada Keputusan Presiden tentang Pembentukan 
Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. 
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Pasal 6 ayat (2)). Pengadilan 
Tinggi Taa Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang (Pasal 10).  
  Pasal 54  menentukan: (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara 
diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan tergugat; (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum 
pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 
(3) Dalam Hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum 
Pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya 
diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan; (4) Dalam hal tertentu sesuai 
dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah , gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang 
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat; (5) 
Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, 
gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat kedudukan tergugat.Sampai saat 
ini Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (4) tersebut 
belum ada. 
  Dalam merumuskan Pasal 54 tersebut, pembuat Undang-Undang 
terpengaruh Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, padahal dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986, siapa yang menjadi tergugat dalam sengketa Tata Usaha 
Negara sudah ditentukan, yaitu selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4
 
                                                                
4
 R. Wiryono, Hukum Acara Peraadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cetakan 
Kedua).  
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D. Objek dan Subjek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dalam ketentuan Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang PTUN, yang 
dimaksud dengan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap 
ba- 
dan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan putusan. Selanjutnya Pasal 1 poin 12 UU PTUN, yang dimaksud 
dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang 
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau 
yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum 
perdata. 
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dikaitkan dengan subjek PTUN, 
maka yang termasuk dalam subjek PTUN adalah sebagai berikut:  
(1) Pihak penggugat. 
 Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di Pengadilan 
Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum 
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya 
keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di 
Pusat maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU No 5 tahun 
1986).  (2) Pihak tergugat.Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada 
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 6 UU No 5 tahun 
1986). 
(3) Pihak Ketiga yang berkepentingan. 
Dalam ketentuan Pasal 83 UU PTUN berbunyi selama pemeriksaan 
berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang 
sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan 
mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam 
sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela 
haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang 
bersengketa. Selanjutnya Pasal 118 ayat 1 UU PTUN menyatakan apabila 
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pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu 
pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak 
mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan 
tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat 
pertama.  
Sementara objek sengketa dalam PTUN adalah keputusan tertulis 
pejabat administrasi negara (beschikking). Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 
(1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No 5 tahun 1986, dapat disimpulkan 
bahwa objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:  
(1) Keputusan Tata Usaha Negara “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata 
Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 
1986). 
(2) yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud 
diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 UU No 5 
tahun 1986, yakni Pertama, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal 
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Kedua, jika suatu 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang 
dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraruran 
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang 
dimaksud. Ketiga, dalam hal Peraturan perundangundangan yang bersangkutan 
tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : “maka 
setelah lewat waktu 2 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah 
mengeluarkan Keputusan Penolakan.
5
 
                                                                
5
Fence M. Wantu, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negra, ( Gorontalo: Reviva Candkia, 2014), 
hlm, 23-26.  
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Pengecualian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yangmenyatakan 
bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara menurut 
Undang-Undang ini, yakni
6
: 
(1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata. 
(2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yangbersifat 
umum. 
(3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan. 
(4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana atau peraturan perundang-undanganlain yang bersifat hukum 
pidana.  
(5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar 
hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-
undangan yang berlaku. 
(6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara 
NasionalIndonesia. 
(7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di 
daerahmengenai hasil pemilihan umum. 
 
E. Tenggang Waktu Pengajuan di Peradilan Tata Usaha Negara. 
Ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986
7
 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara berbunyi sebagai bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 
waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau 
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut 
Wicipto Setiadi81 tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut dihitung secara variasi yakni 
sebagai berikut: 
                                                                
6
Pasal 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004. Pasal ini dalam UU No 5 tahun 1986 mengalami 
perubahan. 
7
Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 ini dalam perubahan Pertama UU No 9 tahun 2004 dan perubahan 
Kedua UU No 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengalami perubahan 
substansinya. Dengan demikian ketentuan pasal ini masih tetap berlaku. 
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1) Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang 
digugat itu memuat nama penggugat. 
2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada 
administrasi negara untuk memberikan keputusan namun 
yangbersangkutan tidak berbuat apa-apa. 
3) Setelah lewat 4 (empat) bulan, apabila peraturan perundang-
undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi Negara 
untuk memberikan keputusan dan ternyata yang bersangkutan tidak 
berbuat apa-apa. 
4) Sejak hari pengumuman apabila Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN) itu harus diumumkan. 
 Lebih lanjut Indrohartomemberikan pendapat yang sifatnyamenambah 
bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan untuk semua macam 
keputusan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Hal yangmembedakannya adalah 
pemahaman 90 (sembilan puluh) hari tersebut saat mulai dihitungnya waktu 90  
(sembilan puluh) hari. Indroharto menyatakan sebagai berikut: 
(a) Untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) biasa (positif) berwujud 
yang tertuju kepada si alamat yang dituju, maka saatmulai dihitungnya 
90 (sembilan puluh) hari adalah menurut bunyipasal 55, sejak hari 
diterima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan, 
atau sejak hari pengumumannya, kalau hal itu diharuskan oleh 
peraturan dasarnya. 
(b) Untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah 
melewatiupaya administratif, maka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
tersebutdihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara 
(KTUN) yang diputus dari instansi upaya administratif yang 
bersangkutan. 
(c) Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalamperaturan 
dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalambatas mana 
badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) harus sudah 
mengadakan reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Kalau 
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ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan, maka 
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak habisnya 
kesempatan mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
yang bersangkutan. Sedang apabila tidakada ketentuan tenggang 
waktu untuk mengambil Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) yang 
dimohon, maka tenggang waktu waktu90 (sembilan puluh) hari itu 
dihitung setelah lewat 4 (empat) bulansejak permohonan yang 
bersangkutan diterima. 
Melihat kondisi yang demikian, Mahkamah Agung mengeluarkanSEMA 
No 2 tahun 1992 yang menyebutkan sebagai berikut: 
a) Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 
terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkanke 
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yangberwenang. 
b) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6)dan Pasal 63 ayat (4) makagugatan 
baru hanya dapat diajukan dalam sisa waktu sebagaimanadimaksud 
pada butir 1. 
c) Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara 
(KTUN), tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan makatenggang 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuitis 
sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata 
Usaha Negara (KTUN) dan mengetahui adanyakeputusan tersebut. 
 
Hal yang perlu diingat dalam praktek peradilan PTUN, tenggangwaktu 
yang disedikan oleh perundang-undangan PTUN ini harus 
benarbenardiperhatikan oleh siapapun yang mau mengajukan gugatan 
kePTUN. 
Menurut Zairin Harahap terhadap Keputusan Tata Usaha 
Negara(KTUN) biasa/positif, apabila melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan 
puluh) hari berakibat gugatan menjadi daluwarsa. Terhadap KeputusanTata 
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Usaha Negara (KTUN) negatif/fiktif, apabila belum dalam tenggangwaktu 
mengajukan gugatan berakibat gugatan menjadi prematur.
8
 
 
 
 
 
PENUTUP 
 PTUN adalah sebuah lembaga peradilan Yang dibentik dengan berdasarkam 
Keputusan Presiden (Keppres). Di Indonesia sendiri, PTUN tersebar sebanyak 26 
PTUN yang tersebar di bebetapa wilayah Indonesia. Sama seperti lembaga peradilan 
yang lainnya, PTUN juga memiliki kewenangan dalam mengangani suatu 
perkara.Kompetensi (kewenangan) relatif yaitu kewenangan yang meliputi atau 
berkaitan dengan kewenangan badan peradilan untuk mengadili perkara sesuai dengan 
wilayah hukumnya.Kompetensi (kewenangan) absolut yaitu kewenangan pengadilan 
untuk mengadili perkara sesuai dengan objek, materi, dan pokok sengketa.
                                                                
8
Fence M. Wantu, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negra, ( Gorontalo: Reviva Candkia, 2014), 
hlm, 49-51. 
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